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Abstrak
 

Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak

(PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan

sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan

permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP

yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses

pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi

sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat

beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan

kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP

– EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian

ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur

di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan

penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi

berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak

PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh

DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

......The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to

collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of

VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax

invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process.

PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's

VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several

cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic

tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to

analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the

efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a

qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during

the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of

fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system.

However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the
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development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has

updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the

opportunities for fraud.


